SALINAN|

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 pada avat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 bahwa Dalam keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu
melakukan  perubahan  Peraturan  Bupati tentang
Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran,;

bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
yvang mengadili perkara konstitusi pada Tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024,




Mengingat

':'Jl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undarlg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67357);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);
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12;

14.

16.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3163);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubagan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 734);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);




19,

20,

21,

22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor
28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Adanya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja daerah pada
APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga menyebabkan terjadinya
pergeseran/perubahan anggaran belanja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.016.924.907.300,00
(Tiga triliun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta
sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), vang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah semula Rpl107.782.602.300,00 (Seratus
tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu
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tiga ratus rupiah) tidak mengalami perubahan;

pendapatan transfer semula Rp2.909.142.305.000,00 (Dua triliun
sembilan ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga
ratus lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 0,00 (Nol rupiah)
tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp3.116.773.707.300,00 (Tiga triliun seratus enam belas milyar tujuh
ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh nbu tiga ratus rupiah), yang
terdiri atas:

a.

belanja operasi semula Rp1.825.775.274.713,00 (Satu triliun delapan
ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus twuh puluh lima juta dua
ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), menjadi
Rp1.827.008.101.849,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh
milyar delapan juta seratus satu ribu delapan ratus empat puluh
sembilan rupiah);

belanja modal semula sebesar Rp864.869.670.783,00 (Delapan ratus
enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta
enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan tiga rupiah), tidak
mengalami perubahan;

belanja tidak terduga; semula sebesar Rp69.577.067.804,00 (Enam
puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh
ribu delapan ratus empat rupiah) menjadi Rp68.344.240.668,00 (Enam
puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat
puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dan

belanja transfer Semula sebesar Rp356.551.694.000,00 (Tiga ratus
lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus
sembilan puluh empat ribu rupiahj, tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunvi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.825.775.274.713,00 (Satu
triliun delapan ratus dua puluh lima milyar twyuh ratus tujuh puluh
lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas
rupiah), menjadi Rpl1.827.008.101.849,00 (Satu triliun delapan
ratus dua puluh tujuh milyar delapan juta seratus satu ribu delapan
ratus empat puluh sembilan rupiah), vang terdiri atas:



ul

(2)

belanja pegawai;

g 8

belanja barang dan jasa;
belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

0o

e. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp947.464.657.974,50 (Sembilan ratus
empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta enam
ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah
lima puluh sen), tidak mengalami perubahan.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50(Tujuh ratus
tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus
delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah
lima puluh sen). tidak mengalami perubahan.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
tidak mengalami perubahan

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (Seratus dua milyar
lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu
ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). menjadi
Rp103.825.508.485,00 (Seratus tiga milyar delapan ratus dua puluh
lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh lima
rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp4.843.151.000,00 (Empat milyar delapan
ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayvat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00
(Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus
delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
menjadi Rp103.825.508.485,00 (Seratus tiga milyar delapan ratus
dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan
puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;

b. belanja  hibah  kepada  badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;




c. belanja hibah dana BOS;
d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
e. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tidak mengalami
perubahan.

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan
vang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.837.837.529,00 (Sembilan
puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah). menjadi
Rp99.070.664.665,00 (Sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh
Jjuta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima
rupiah).

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp804.755.000,00 (Delapan ratus empat juta
tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp551.204.820,00 (Lima ratus ima puluh satu juta dua ratus empat
ribu delapan ratus dua puluh rupiah). tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp3.098.864.000,00 (Tiga milyar
sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu
rupiah). tidak mengalami perubahan.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf ¢ semula dianggarkan Rp69.577.067.804,00 (Enam puluh sembilan
milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus
empat rupiah) menjadi Rp68.344.240.668,00 (Enam puluh delapan milyar
tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus
enam puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.232.827.136,00 (Satu
milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu
seratus tiga puluh enam rupiah).




7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyvi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

8. Ketentuan Lampiran |, Lampiran I, dan Lampiran Il diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 1I, dan
Lampiran lll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Utara.

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH

YITo VAT,

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 6
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| ' SEBELUM | SES |
i | UDAH |
RQUE | VIRAIAN | JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) |  SELISIH(Rp)
1 2 3 1 4 5
| i |
i | Pembiayaan Netto | 195.125.594.456,00 | 195.125.594.456,00 | 0,00
i ] | |
i 1 1
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun |
’ 6.3 ! Berkenaan (SILPA) ‘ 95.276.794.456,00 i 95.276.794.456,00 0,00
‘ | .

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS




P). BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS




SIHNW

aLL

"WYHVLN OLIMvE 11vdng (d

00'9E} LZ8ZET’L 00’ mmm €8L°L18 n oo omw 956'v¥9” N x.—._on uep nmm:mm uemesay uepeq QdXS vavd HY8IH HYTANr
00'0 00'000°000°05} 00'000°000°05 z<._.<_0mv_ 8ns vavd HvalH I<._2:q.
000 o_... ccc ccc c..,.w 00000000051 yama | eienpy VHVLN OLIMVE LYHVYHYASYIN INIO NYVAYASYMIN WNHOL | 681

yeiaeq Ip Jijjuoy ueuebueuay epas ‘ueepedsemay

Buepig ueeBequiajayy 1seljise ‘eieBap Jejue uesejeqiag ueepedsemay

‘Buisy ebequa uep Buisy eliay ebeua] ‘Buisy BueiQ uenejueway ‘uafjjoju] ewes
eliay ‘g ueepedsemay Buepig ip uesodejag uep isenjea3 ‘Bunojuop ueeuesyejad

00’0 00'000°000°00} 00°000°'000°00} Z<._.<_Uwv. NS vavd HvY8IH HYIWNr

oo'0 CC.CCS.CQD.CO_‘ 00°000° 000 001 Lama | nﬁm-._S_ ueA Il mhm—D ojueg qey Amzxmv mu—tﬂmwf._mum jewn) :F-C;x.:mv_ winio4 51547
yesaeq 1p :uuauﬁwnw! _a>mcu:wm
uep ewebeiag jewn ueuNyNIdY SEH|ISES ‘ByjoyseN ueeunbejefuag ueyefiaouay
ISejl|ISeE4 uep u»wﬁam [e1sog ‘1wouoy 3 ueueyeyay Buepig ip ueyeliqay ueeuesyejag

00°9EL"2Z8'ZET |} 00'9€1°6L5°946'2 00°000°ZSL°EVL’L NVLVIO3N m_._w vavd HvalH 14._5_.:.

yama | esenpy

00'9€ 1L £Z8°26Z | 00'9€1 L29°262 ) 000 e (M) WNWN NYHIMIAE ISINOY | 287

00'0 00°000°000 00€ 00°000°000°00€ INVA QYWHYY F iNL | o8y
d d

(dy) HISN3S (4¥) Hvwne (d¥) Hvwnr VINNINId LYWYTY VINIMINI YWYN ON

Hvans3s wn1383s




SINMHNW

aLL

‘VHYIN OLIMVE 1LYdNE d

00'0 00°000°000°'858°6Z 00'000°000'858'62 ueyipipuad seuig dMS vavd HVY8IH HYTWNT
000 00°000°000°005 00'000'000°005 NVLVIO3X 9NS vavd HY8IH HYTWNr
F— —_—r — - — — e = _— — —— —
Buasuoy uebuiqu
000 00°000°000'S 00'000°000 4 Bueny cmc:mchn_.cm d ﬂac_o_wmsum Usma] esenpyy ueqepelaq eIenny ddl | vy
Buies ]
000 00'000 000°08 00'000'000 08 B PR (o Mo yamay esenyy ueqepeIad LRI dd1 | Evp
. i s bunasuoy ueb
000 00"000'000°0F 00°000°'000°0% Buenyy :m::m:m““_:e“ cvMM:m%F__M”FMM HeMa) eieni UEQEPEIS BIENN dd | ZvP
. - ; . ; Buippsuoy
000 00'000 D0O'SZY 00'000 000°GZY ueBuiguig Bueny ueunBuequiay yama | eienpy UBqEpRIag BIBNNW dd] | Lt
nieg sejay Bueny ueunbuequiad 3
000 00'000°000°6.8°EC 00°000°000°6.8'E NYLVIO3X 8NS vaVd HYEIH HY1WNr
—— . U SRS B - — P — —
. p— . . , eAujogesad ) ) .
00’0 00'000°00G 061 00’000 005 0514 epasag sejay Bueny ISeNIGEYaY HOONIN ONVINIG NI ESNN e a3 | OFv
eAulogesay Jeyepsa ) uebueiajay jeINg yLDKY
000 00°000° 000 1 00000 000 ¥t : ’ yeja] Buef jeisos uep ejieRns ‘eqepN ebequa | ey
epasag sepay bueny ueeueosuasad uep uepeg epeday Bueseg yeqy eluejag
efuoqesay Jeepia ) uebueiajay JEING BHjwaw
00°0 00'000 008 0F 00'000°006 01 yeja) Bued jeisog uep ejaieyng ‘eqejN ebequia | gey
2 euasag seay bueny uesemebuay uep uepeg epeday Bueieg yeqiH elupiag
dy) Hynre (dy) HYIWNP
4 (
(d¥) HISIN3s HYaNs3s WN1383s MNLN3E YWIMINId LYWVTV VINIY3NId YINVN ON




